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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan   

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan kesimpulan, 

sebagai berikut : 

1. Peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses 

penerapan restorative jsutice pada perkara tindak pidana pencurian dengan 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Mengumpulkan keterangan dan bukti. 

2) Melakukan pemeriksaan. 

3) Melakukan proses mediasi dan negosiasi. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Sektor Koto Tangah 

dalam melakukan proses Restorative Justice pada perkara tindak pidana 

pencurian adalah : 

1).  Kendala Internal yaitu kurangnya sumber daya manusia pihak kepolisian 

yang paham konsep restorative justice, kemampuan melakukan mediasi 

dan negosiasi. 

2). Kendala Eksternal yaitu kurang lengkapnya fasilitas atau ruang untuk 

mediasi, kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat memahami 

konsep retoratif justice.   
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B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran  

sebagai berikut : 

1. Kepada pihak kepolisian terus meningkatkan kemampuan personilnya 

dalam spesialisasi melakukan mediasi, negosiasi untuk pelaksanaan 

restorative justice terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat menurut 

Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

2. Kepada kepolisian dan tokoh masyarakat secara terus menerus 

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk dapat saling memaafkan 

apabila tersangkut kasus yang dapat diselesaikan dengan restorative justice. 

3. Kepada masyarakat diharapkan kesadaran dan kelapangan hati untuk  

penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang dapat dilakukan restorative 

jaustice menurut Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif . 
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